
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 


SALINAN 

PERATURAN GUBERNUR KALIMA~rAN TIMUR 
, 

NOMOR 9 TAHUN 2012 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN 
TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA 

DENGAN RAHMAT TURAN YANG MARA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

Menimbang 	 bahwa untuk me1aksanakan ketentuan pasal 4 2 Peraturan Daerah 
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi 
Jasa Usaha, maka agar dapat dilaksanakan secara berdayaguna 
dan berhasil guna dipandang perIu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Provinsi Kalimantan Timur; 

Mengingat 1. 	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 ten tang Pembentu kan 
Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat. 
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); 

2. 	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum . Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi a 
Nomor 3209); 

3. 	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RepubJik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

4. 	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. 	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubhk lndonesia 
Nomor 3890) sebagaimana telah diu bah beberapa kali teral<.hir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844) ; 
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5. Nomor 
Keuangan Antara 

7. Nomor tentang 
(Lembaran RepubIik Indonesia 

Tambahan Negara Repu bEk 

8, 	 Undang-Undang Nomor 
dan 
Tahun 2009 Nomor 

Indonesia Nomor 

10, Peraturan Nomor 27 
Undang-Undang Nomor 

m Acara Pidana 
Tahun 1 Nomor 
Republik Indonesia 

telah diubah 
Tahun 2010 Indonesia 

2010 Nomor 90); 

11. 	 Pemerintah Nomor Tabun 2005 ten tang 
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah Indonesia 
Nomor 1 
Nomor 

12. 	 Nomor Tahun 
(Lembaran Negara 

Nomor 	 140, Tambahan Lembaran 
Nomor 4428], 

13. 

Provinsi dan 
Negara Republik 

Tambahan Lembaran Republik Indonesia 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 

Daerah dan Retribusi 

11 


15. 	 Nomor 117/P 

sebagai 
Timur masa jabatan 

Nomor Tahun 2011 
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Timur Nomor 5 Tahun 
Sipil Pemerintah 

Kalimantan Timur Nomor 15.E, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 19); 

18. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 
Kalimantan Timur 

Tahun 2008 
Nomor 08); 

19. 

Peraturan Daerah Timur Nomor 2 Tahun 
2012 (Lembaran Provinsi 

12 Nomor 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 	 PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI 
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG 
RETRIBUSI JASA USAHA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 


Pasal 1 

Dalam Peraturan yang dimaksud 
1. Daerah adalah 	Provinsi Kalimantan Timur. 
2. 	 Pemerintahan Daerah adalah urusan 

Kalimantan Dewan 
Provinsi Kalimantan menurut asas otonomi 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Kesatuan 


Undang Republik 

3. 	 Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur dan 

unsur penyelenggara 
4. 	 Rakyat 

perwakilan rakyat daerah 

Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 


5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur. 
6. 	 di bidang Retribusi Daerah 

7. 	 yang dibentuk oleh 
r 

8. 	 Peraturan Kepala adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur. 

Daerah a.u.c;u<>...I Kalimantan Timur. 
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perkumpulan, 

politik, atau lainnya, lembaga 

kontral( investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 


11. 	 adalah atau 
Daerah, baik 

, kelengkapannya, serta kecuali uang 
da." surat 

12. Pengelolaan Kekayaan Daerah adalah 
perencanaannya, penentuan kebutuhan, 

pengembangan, 

sewa beli, serta 


13. Pemakaian Daerah adalah pemanfaatan atas 
dimiliki oleh Pemerintah 

14, Tanah yang dimiliki atau 

15. 	 bangunan atau gedung dimiliki atau dikuasasi 
Pemerintah Provinsi 

16. 	 sarana penguJlan mutu hasil 
perdagangan, 

17. 	 adalal1 semua 
yang 
beru pa motor 
sumber 

secara permanen serta 

18, suatu tempat yang ukuran dan tata ruang yang 
yang serta dimiliki Provinsi 

19. 	 sarana 
lainnya 

20. L.1Cl.'UCU 

Daerah yang mcmpunyaJ tugas22.Badan Teknis 
tcknis di Bidang stakaan. 

lembaga yang bidang jasa 

pinjaman buku 

yang dikembalikan sesuai 


yangdt tetapkan tarif yang 

pembuatan kartu 
satu 

lahanpelayanan 

I atau dikelola 
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.Retribusi selanjutnya t 
retribusi adalah tempat 

, Villa yang dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, 
tidal< termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh Provinsl 

makan, minum 
jvilla. 

yang selanju 
atas 

badan yang menuru t 
melakukan pembayaran 
tertentu, 

tertentu 

atas jasa atau 
disediakan danl atau diberikan Pemerintah 

atau Badan, 
34,Jasa adalah kegiatan Pemerintah dan 

atau yang 

data 

36. 	 31 dapat disebu t 

pemungutan atas 
37.Jasa Usaha adalah yang disediakan 

prinsip komersial. 
38. 	 danl atau untuk tujuan dalam 

perundang-undangan retribusi 

SPTRD 
melaporkan 

menurut 

kepada wajib retribusi untuk diisi secara 

Daerah, yang 
atau penyetoran 
formulir atau telah cara lain 

yang ditunjuk oleh Gubernur. 
Ketetapan Retribusi yang SKRD adalah 

Retribusi yang menentukan pokok retribusi 
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tnya disingkat adalah bukti 
yang dilakukan 

peringatan, surat 
retribuSl 

atas nama 

tercantum pada belum 


dan retribusi lainnya yang masih terutang. 

49. 	 menghimpun dan mengolah data, 

secara obj dan profesional 
untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

tujuan lain dalam melaksanakan 

insentif adalah 
atas a 

tertentu dalam melaksanakan pemungutan 
51. 	 hasil yang diukur berdasarkan 

waktu tertentu 

memperoleh sesuatu atau untuk 
suatu waktu tertentu dan 

BAB II 

JENIS DAN RINCIAN RETRIBUSI 


Pasal 2 

Usaha 

Villa; 

BABIII 
PELAKSANAAN PUNGUTAN RETRIBUSI 

Pasa13 

Peraturan Gubernur ini diserahkan dan 	 adi tanggung 
jawabuntuk .Kepala SKPD Pemungut 	 dan 

a. 
b. 	mengusulkan 


Pembantu 

c. 	 pemungutan dan 
d. 	 melaksanakan Retribusi; 

dimaksud dalam e. 
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(2 ) Dinas Pendapatan Daerah selaku koordinator pemungutan Retribusi 
bertugas untuk : 
a. 	melakukan evaluasi pelaksanaan pungutan Retribusi bersama dengan 

SKPD Pemungut; 
b. 	menyampaikan laporan pelaksanaan tuga s kepada Gubernur. 

BAB IV 

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN 


PENUNDAANPEMBAYARAN 


Pasal 4 

Tata eara penentuan pembayaran , tempat pembayaran , angsuran dan 
penundaan pembayaran Retribusi meliputi : 
a. 	 pendaftaran dan pendataan Objek Retribusi ; 
b. 	 penetapan Retribusi; 
c. pembayaran Retribusi; 
d, pembukuan dan pelaporan Retribusi; 

Bagian Kesatu 
Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek Retribusi 

Pasal 5 

(1) 	 Wajib retribusi yang memperoleh pelayanan Retribusi dari Pemerintah 
Daerah wajib mendaItarkan dan mengisi formulir SPTRD atau dokumen loin 
yang dipersamakan atau mengajukan surat permohonan berdasarkan jenis 
Objek retribusi . 

(2) 	 Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdomisili di 
Daerah atau di luar Daerah. 

(3) 	 Formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat 
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas , 
lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan 
dikembalikan kepada petugas, sebagai bahan mengisi OaItar Induk Wajib 
Retribusi berdasarkan nomor induk. 

(4) 	 Bentuk formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). tercantum dalam lampiran I 
Peraturan ini. 

Pasal 6 

Jangka waktu pengembalian formulir SfYfRD atau dokumen lain yang 
dipersarnakan atau surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 
ayat (3) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penerimaan formulir 
SYfRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan oleh 
Wajib Retribusi. 
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Bagian Kedua 
Tata Cara Penetapan Retribusi 

Pasa17 

(1) Berdasarkan SPTRD atuu dokumen dipersamakan atau surat 
permohonan 	 dimaksud daJam pasaJ 5 ayat (1), 

terutang atau dokumen lain 

Apabila keterlambatan penyampaian kembaJi 
dari 

Retribusi menerbitkan SKRQ secara 
ketentuan perundang­

yang berlaku. 

Apabila 

data yang 

jumlah Retribusi 


dokumen 

ayat (1) 


SKRD 	 oleh petugas yang 

( 1) tercantum 
Lampiran II ini. 

Bagian Ketiga 

Tata Cara Pembayaran Retribusi 


Pasa18 

( 1) 	 Retribusi harus dilakukan secara nas. 

Retribusi dilakukan di tempat pe\ayanan 

(dual 
setelah 

diterbitkan. 

Berdasarkan 
Wajib Penerima 
danl atau Bendaharawan U 
Pemungut. 

danl atau Pembantu 
SKPD dan UPT membuat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti 

lain yang sah untuk diberikan 

Penerima paling kas 
menyetorkan 

paling lambat 1 (satu) hari 

Rekening Kas dimaksud pada ayat 
menggunakan Formulir SUrat Tanda Setoran. 
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(8) pembayaran dilakukan di tempat dHunjuk, 
disetor 	ke Rekening Kas daerah paling lambat 

Retribusi. 

(9) pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 
ditentukan dimaksud pada (3), maka dikenakan bunga 

2 persen) dengan 

(10) 	 SKPD Pemungut wajib menatausahakan penerimaan dan penyetoran 
serta Retribusi sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(11) 	 formulir Tanda Surat 
Tagihan Retribusi Daerah, Ketetapan Retribusi Daerah Kurang 
Laporan Retribusi Daerah, 
Retribusi 

Pasal 9 

(I) 	 Kepada SKPD atas nama 
secara angsuran maupun 

W~ib Retribusi alasan yang dapat 

(2) 	 Tata cara pengajuan permohonan pembayaran secara angsuran maupun 
penundaan pembayaran ditetapkan oleh Kepala SKPD 

Pasal 10 

(1) 	 secara 
9 diberikan kepada Wajib paling 

pembayaran dalam waktu paling lama 30 
diterbitkan SKRD. 

(2) 	 pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan atas ketetapan Retribusi di atas 1.500.000,­
(satu juta lima ratus ribu rupiah). 

(3) 	 Pemberian izin penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana 
pasal 9 ayat (1) 14 (empat belas) 

sejak diterbitkan SKRD. 

(4) 	 penundaan dimaksud 
pada 9 ayat (1) diberikan atas Retribusi senilai di atas 
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). 

Bagian keempat 
Tata Cara Pembukuan dan Pelaporan Retribusi 

Pasal!! 

(1) 	 atas SKRD Secara Jabatan, 

(2) 	 dokumen dicatat setiap dan disusun 
secara berurutan tanggal penerbitan 
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(3) 	 Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan, 
penerimaan, penyetoran, tunggakan per jenis Retribusi dan secara berkala 
dibuatkan laporan penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan 
tunggakan per jenis Retribusi. 

Pasal 12 

Laporan Penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jems 
Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) diatur sebagai 
berikut: 
a. 	 bendaharawan penerima pembantu UPT Pemungut yang melakukan 

pemungu tan Retribusi setiap bulan paling lambat tanggal 2 (dua) bulan 
berikutnya wajib menyampaikan laporan bulanan dari hasil penetapan , 
realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis Retribusi yang 
dikelola kepada Bendaharawan Penerima pada SKPD dan tembusan laporan 
kepada UPT Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur; 

b. 	 bendaharawan penerima pada SKPD Pemungut setiap bulan paling lambat 
tanggal 4 (empat) bulan berikutnya wajib menyampaikan Japoran bulanan 
dari hasil penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per 
jenis Retribusi yang dikelola kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat 
Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan tembusan laporan kepada Dinas 
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur; 

c. 	 Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur paling lambat 
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya mclaporkan penerimaan Rctribusi 
dan tergabung dalam laporan pendapatan daerah lainnya kepada 
Gubernur. 

BAB V 

TATA CARA PENAGlHAN 


Pasal 13 

Kepala SKPD dan UPT Pemungut dapat menerbitkan STRD atau dokumen lain 
yang dipersamakan apabila : 

a . 	 Retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD, SKRD Secara Jabatan dan 
SKRDKBT setelah jatuh tempo pembayaran tidak dibayar; 

b. 	 Dari hasil penerbitan SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan terdapat 
kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan! atau salah hitung; 

c. 	 Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. 

Pasal 14 

(I) 	 Pengeluaran SUrat Teguran/ Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai 
tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setclah 7 
(tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. 

(2) 	 Dalam jangka wal<tu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat 
Teguran!Peringatan!Surat Lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi 
Retribusi yang teru tang. 

(3) 	 Surat Teguran/Peringatan!Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikeluarkan o1eh Kepala SKPD dan I atau UPT Pemungu t. 
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BAB VI 

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERlNGANAN DAN 


PEMBEBASAN RETRIBUSI 


Pasal 15 

(1) 	 Kepala Dinas Pendapatan atas nama Gubernur dapat memberikan 
keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi kepada Wajib Retribusi 
setelah mendapat saran pertimbangan dan Kepala SKPD Pemungu t. 

(2) 	 Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat diberikan paling rendah 20 % (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 
40 % (empat puluh persen) dari jumlah ketetapan Retribusi. 

(3) 	 Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi 
melalui permohonan dari Wajib Retribusi kepada SKPD Pemungut, selanjutnya 
SKPD Pemungut membuat saran pertimbangan kepada Kepala Dispenda 

BAB VII 

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA 


Pasal 16 

(1) 	 Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah 
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi , 
keeuali jika Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana di bidang Retribusi. 

(2) 	 Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) 
tertangguh jika : 
a. diterbitkan Surat Teguran; atau 
b . ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik 1angsung maupun 

tidak langsung. 
(3) 	 Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) 

huruf a, kedaluwarsa penagihan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat 
Teguran tersebu t. 

(4) 	 Pengakuan utang Retribusi seeara langsung sebagaimana dimaksud pada ayal 
(2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatal<an masih 
mempunyar utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah 
Daerah. 

(5) 	 Pengakuan utang Retribusi seeara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi 

Pasa117 

(1) 	 Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) 	 Kepala SKPD dan/atau Satuan Kerja yang melakukan pungutan Retribusi 
Daerah mengajukan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1). 

(3) 	 Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 
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BAB VIII 

INSENTIF PEMUNGUTAN 


Pasal 18 

(1) 	 Gubemur mendelegasikan kewenangan Kepala SKPD UPT 
dalam Insentif pemungutan. 

(2) 	 Kepada SKPD dan yang pemungutan 
diberikan insentif sebesar 3 % (tiga dan 

Insentif ditetapkan dalaJn Anggaran Pendapatan dan Daerah 
Tahun yang berkenaan dan secara triwulan dalam Dokumen 
Pelaksanaan SKPD 

besaran persentasi 	peneapaian reneana 

Insentif 

Retribusi dan 


(5) 	 Besaran insentif yang dan pegawai 
ditetapkan Keputusan Pemungut. 

BAB IX 

PEMANFAATAN RETRlBUSI 


Pasal 19 

(1) 

yang bersangkutan. 

SKPD Pemungut alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi 
sesuai ketentuan yang berlaku. 

BABX 

KETENTUAN DENDA 


Pasa120 

[1) pengembalian buku perpustakaan 

rupiah) per eksemplar
denda kcterlambatan sebesar 

KasPenerimaan 

BABXI 

KETENTUAN PENUTUP 


Pasa121 

Sl Jasa 
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Pasal 22 


Pelaksana teknis retribusi diatur Janjut oleh 


Pasal 


Peraturan Gubernur ini mulai 

Agar 
Gubernur ini 

Timur. 


Ditetapkan di Samarinda 
21 Mei 2012 

GUBERNUR KALIMANTAN 

ttd 

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK 
pacta 

SEKRETARlS DAERAH PROVINSI 
KALIMANTAN TIMUR 

Ud 

DR. H. IRlANTO LAMBRlE 

BERlTA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 12. 



LAMPlRAN I 	 KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 9 TAHUN 
2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG 
RETRIBUSI JASA USAHA 

FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH 

Masa 

Tahun Retribusi 


SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH (SPTRD)/PERMOHONAN 

Yth: 

Di 
Samarinda 

Yang bertanda tangan dibawah ini kami : 

Nama 
Alamat 

Memberitahukan bahwa kami permohonan pemakaianj pemanfaatan 

Obyek retribusi 

dikabulkan kami sanggup Retribusi sesuai Perda 
Retribusi Provinsi Kalimantan Timur Nomor "" ... Tahun 2011 Tentang Retribusi 

yang diakibatkan 
pemeriksaan dan termasuk sanksi-sanksi seSUai 

ketentuan saya atau yang saya bed 
kuasa. 


Kemudian atas berkenannya kami terima kasih 


Wajib Retribusi 

Lembar I : Untuk SKPD 

Lembar II : Untuk Wajib Retribusi 


21 Mel 2012 
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

Saiinan dengan 
SEKRETARJAT DAERAH PROVo KALTIM 

KEPAlA 81 HUKUM, ttd 

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK 

H. SU TO, SH 

PEMBINA TK I 


Nip. 19620527 198503 1 006 




LAMPIRAN II 	 KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 9 TAHUN 
2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG 
RETRIBUSI JASA USAHA 

FORMULIR SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH 

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
SKPD.. "' .... , .... ,"","""" ......... ,', ....... .. 

SURAT KETETAPAN RETRlBUSI DAERAH (SKRD) 
Nomor Ketetapan dan 
Bulan dan Tahun 

A. 	 WAJIB RETRIBUSI 

1, Nama 

2, Instansi 

3. Alamat 

B. 	 OBYEK RETRIBUSI 
1. Jenis Retribusi: 	." ................. " .................... " .............. " ...... "" ... .. 

2. Lokasi .......... ,,''''' ...................................................... , ..... .. 


C. KETETAPAN RETRlBUSI 
Jumlah ketetapan Retribusi Rp...................................... . 


harus dibayar. 


huruf 

D. PEMBAYARAN 
1. 	 melalui Bendaharawan PenerimajBendaharawan Penerima Pembantu 

pada SKPD yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah danjatau UPT SKPD. 
2. 	 Keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi administrasi bunga 

sebesar 2 % per bulan. 
3. 	 Jatuh pembayaran 2 SKRD I 

diterbitkan. 

SKPDjUPT.................... .. 


Lembar 1 . Wajib Retribusi 

Lembar II yang menangani retribusi 

Lembar III 


Salinan sesuai dengan aslinya 21 Mei 2012 
SEKRETARIAT DAERAH PROVo KALTIM GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

KEPALA BIR HUKUM, 

ttd 

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK 

Nip. 19620527 198503 1 006 



LAMPlRAN III 	 KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 9 TAHUN 
2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG 
RETRIBUSI JASA USAHA 

FORMULIR TANDA BUKTI PEMBAYARAN 

KALIMANTAN TIMUR 

PEMBAYARAN 

terima Wajib Retribusi 

1. Nama /Instansi 

2. Alamat 

3. Jumlah : Rp ......................................................................... . 


Huruf ...................................................................................... . 


4. 	Untuk : Retribusi .................................................................. . 

Nomor .... ., ........... Tahun 11) 


Nomor dan TanggaJ SKRD 


6,Obyek 


BendaharawanWajib Retribusi 

Bendaharawan 


~.... ,. , ..... ,. , .............. , ., ... , ..... , .. , . , . 


Lembar r 

II 


Lembar III 

Samarinda, 21 Mei 12 
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

Salin an sesuai dengan aslinya 
ttdSEKRETARIAT DAERAH PROVo KALTIM 


KEPALA B HUKUM, 

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK 

H. su oro, SH 
PEMBINA TK I 


Nio. 19620527 198503 1 006 




LAMPIRAN IV 	 KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 9 TAHUN 
2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG 
RETRIBUSI JASA USAHA 

FORMULIR SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH 

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
SKPD ................................................................. . 

SURAl' TAGIHAN RETRIBUSr DAERAH 
Nomor dan C~U.DO~ 
Bulan dan Tahun 

A. WAJIB RETRIBUSI 
1. Nama 
2. !nstansi 
3. Alamat 

B. OBYEK RETRIBUSI 
1. Jenis Retribusi : ........................................................................ .. 

2. Lokasi ............................................................................... . 


C. TAGIHAN RETRIBUSI 
Jumlah Retribusi 

harus dibayar. 
Denda 
Jum!ah 	Keseluruhan ......... , .......................................... .. 


huruf ................................................................................... . 


D. PEMBAYARAN 
melalui Bendaharawan Penerima/Bendaharawan Penerima Pembantu 

SKPD yang melakukan Retribusi Daerah dan/atau UPT 

UPT......... 


....... " ... " ......... ............ ,." ........ . 


Lembar I : Wajib Retribusi 
yang retribusiLembar II 

Lembar III 

Salinan sesuai aslinya 
SEKRETARIAT OAERAH PROVo KAL.TIM 21 Mei 2012 

KEPALA BI 0 HUKUM, GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

ttd 

H. SU DR. H. AWANG FAROER ISHAK 
PEMBINA TK. I 

Nip. 19620527 198503 1 006 



LAMPlRAN V KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI 
KALIMANTAN TIMUR NOMOR TAHUN 2012 TENTANG 
RETRIBUSI JASA USAHA 

FORMULIR SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG 
BAYAR (STROKB) 

PEMERINTAH PROviNSI KALIMANTAN TIMUR 
SKPD .... ,"", .. , """"'" ' .... , ... " .. ," ... ,", .. ,'" ..... 

SURAT KETETAPAN RETRlBUSI DAERAH KURANG BAYAR [STROKE) 
Nomor STROKE dan tanggal : 
Bulan dan Tahun 

A. 	 WAJlB RETRlBUSI 
1 Nama 
2. lnstansi 
3 Alamat 

B. 	 OBYEK RETRIBUSI 
1, Jenis Retribusi : ".,,"',.,", ..... '''' .. ,.. ,.............. ,'',' .,"',.,," ................ , .. 
2. Lokasi ........... " ........... " ... , , .. ,,' , .. 


C, STROKB 
Jurnlah Rp.. ,." .. ,..... ,.".,.,'"', .. " ......... " .... ,, ... ,.,".""" 

Denda Rp..... " .. " .... " ..... " ... "" ............... " ..... """'" 
Jurnlah Keseluruhan Rp.... " ......... " ..... " .............. "" ............... .. 

huruf 

D. PEMBAYARAN 
melalui Bendaharawan Bendaharawan Penerima Pembantu 

pada SKPO yang melakukan Daerah atau UPT 

Kepala SKPD I UPT." ..... " .... " ... " .. , 

Lembar I : Wajib Retribusi 
Lembar II petugas yang retribusi 
Lembar III 

21 Mei 2012 
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

Salinan sesuai aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM 

KEPALA BIRO HUKUM, ttd 

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK 

19620527 198503 1 006 




LAMPIRAN I 	 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 9 TAHUN 
2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG 
RETRIBUSI JASA USAHA 

FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH 

Nomor dan tanggal 

Masa Retribusi 

Tahun Retribusi 


PEMBERITAHUAN RETRlBUSI OAERAH (SPTRO)/PERMOHONAN 

Yth: 

Oi 
Samarinda 

bertanda tangan dibawah ini kaml : 

Nama 
Alamat 

Memberitahukan bahwa kami 

retribusi 
Luas/ Jumlah 

Untuk 
Jangka waktu 

Apabila permohonan dikabulkan kami sanggup Retribusi sesuai Perda 
Provinsi Kalimantan Timur Nomor ,. Tahun 2011 Retribusi 

..... ........... serta menanggung penggantIan yang diakibatkan 
dan administrasi termasuk sanksi-sanksi sesuai 

yang berlaku terhadap saya atau yang saya ben 
kuasa. 


Kemudian atas terima kasih 


Wajib Retribusi 

Keterangan : 

Lembar I : Untuk SKPD 

Lembar II : Untuk Wajib Retribusi 


21 Mel 2012 
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR.Salinan seSU81 dengan 8slinya 


SEKRETARIAT DAERAH PROVo KAlTIM 

KEPALA B 0 HUKUM. 


ttd 

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK 

H. SU OTO, SH 

PEMBINA TK I 


Nip, 19620527 198503 1 006 




2 


LAMPIRAN II 	 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 9 TAHUN 
2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG 
RETRIBUSI JASA USAHA 
--------~-----~~-~.-----

FORMULIR SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH 

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
SKPD ..................... ~,,~ .. "." ...... "" .... ",, .. " .. ". 

SURAT KETETAPAN RETRlBUSI DAERAH (SKRD) 
Nomor dan 
Bulan dan Tahun 

A. 	 WAJlB RETRlBUSI 
1. Nama 
2. !nstansi 
3. Alamat 

B. 	 OBYEK RETRlBUSI 
1. Jenis Retribusi: 	... " .... " .. "." .... " ... ~ ...... " ....... " ...... " ...................... . 

2. Lokasi ............ " ............................................... "" ....... . 


C. 	KETETAPAN RETRlBUSI 

Jumlah Rp............ " ............................. " .. ". 


Dengan huruf 

D. 	PE\1BAYARAN 
1. 	 Bendaharawan Penerima/Bendaharawan Penerima Pembantu 

SKPD yang melakukan Retribusi Daerah atau UPT Sl<PD. 
2. 	 Keterlambatan 


sebesar 2 % per bulan. 

3. 	 Jatuh tempo adalah 2 hari setelah SKRD/SKRDKB 

diterbitkan. 

UPT....................... . 


Lembar [ : Wajib Retribusi 
Lembar II . Seksi/ yang menangani retribusi 
Lembar III : Arsip. 

Salinan sesuai dengan asllnya 21 Mei 2012 
SEKRETARIAT DAERAH PROVo KALTIM GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

KEPALA SIR HUKUM, 

ttd 

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK 

Nip. 19620527 198503 1 006 



LAMPlRAN III 	 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 9 TAHUN 
2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG 
RETRlBUSI JASA 

FORMULIR TANDA BUKTI PEMBAYARAN 

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

TANDA BUKTI PEMBAYARAN 

RETRIBUSI "" .. ,................................... , .. ,. 


Tanda terima dari 	Wajib Retribusi 

1. Nama /lnstansi 

2. Alamat 

3. 

Oengan Huruf . " ................ ' ... ,' "." .. ""'" ...... ,. , .... , ...... , ...... , ....... ". , ...... . 


4. 	Untuk membayar : 

(Dasar Perda Namor ................. Tabun 2011) 


5. Namor 

6. 

Wajib Retribusi Bendabarawan 

Penerima Pembantu. 

Lembar I 

Pembantu.
Lembar II 


Lembar III 


Samarinda, 21 Mei 2012 
.. T ...... "",..,., KALIMANTAN TIMUR. 

Salinan sesuai 
ttdSEKRETARIAT DAERAH PROVo KALTIM 


KEPALA SIR HUKUM, 

DR. AWANG FAROEK ISHAK 

H. SUROTO, SH 

PEMBINA TK. I 


Nip, 19620527 198503 1 006 




LAMPlRAN IV 	 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 9 TAHUN 
2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG 
RETRIBUSI JASA USAHA 

FORMULIR SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH 

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
SKPD ..... " ...... "" ........... " .... "" ................ " . 

SURAl' TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH 
Nomor dan 

Bulan dan Tahun 


A. WAJIB RETRIBUSI 
1 Nama 
2. Instansi 
3. Alamat 

B. OBYEK RETRIBUSI 
1. Jenis Retribusi : "" ... " .... "" .... " ..... " .. " .... "." ............... " .. . 

2. Lokasi ........................ " ......... "." ...................... " ............ . 


C. TAGH·IAN RETRIBUSI 
Jumlah 

Rp............................................................... . 
Rp ....................................................... . 

huruf 

D. PEMBAYARAN 
melalui Bendaharawan Bendaharawan Penerima Pembantu 

pacta SKPD yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah ctan/atau UPT SKPD. 

SKPDjUPT................. .. 


Lembar I : Wajib Retribusi 

Lembar II 

Lembar m : Arsip. 


Salinan sesual dengan aslinya 
21 Mei 2012SEKRETARIAT DAERAH PROVo KALTIM 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,KEPALA BIR HUKUM, 

ttd 

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK 

Nip. 



LAMPIRAN V 	 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 9 TAHUN 
2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
PROVINS! KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG 
RETRIBUSI JASA USAHA 

FORMULIR SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG 
BAYAR {STRDKBI 

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
S KPD ..... "",, ................ ". ".. .. .. "" "" ... " .. 

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG SAYAR 
Nomor STRDKS dan 
Bulan dan Tahun 

A. WAJIB RETRIBUSI 
I. Nama 
2. Instansi 

3 Alamat 


B. OBYEK RETRIBUSI 
1. Jenis 
2. Lokasi 

C. STRDKB 
Jumlah Retribusi Rp............ ,...................... ,.......... , ............ . 

Yang harus dibayar. 

Kurang 

Denda Rp. """ .................... " ...................... " ....... .. 

Jumlah Keseluruhan Rp............................ " ....................... 
« ....... . 


huruf 

D. PEMBAYARAN 
melalui Bendaharawan Bendaharawan Penerima Pembantu 

pada SKPD yang melakukan Retribusi Daerah atau UPT SKPD. 

Kepala SKPD/UPT....................... . 


Lembar I Retribusi 

Lembar II : Seksij yang menangani retribusi 
Lembar III 

21 Mei 2012 
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT DAERAH PROVo KALTIM 


ttdKEPALA BIRO HUKUM, 

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK 

H. SUR TO, SH 

PEMBINA TK. I 


Nip. 19620527198503 1 006 




LAMPIRAN VI KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 9 TENTANG PETUNJUK 
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USARA 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI 

FORMULIR LAPORAN TUNGGAKAN RETRIBUSI DAERAH 

PEMERlNTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
SKPD ............................... 

,.... 

LAPORAN TUNGGAKAN RETRlBUSI DAERAH 
BULAN : .................................... . 

~l). LJ __ • ...................................... 

JENIS 
PUNGUTAN 

1 

TUNGGAKAN YANG 
LALU 

OBJEK ..gg......... 
2 3 

KETETAPAN 

OB:1EK Rp. 
4 5 

JUMLAH TAGIHAN 

OBJEK Rp. 
6=2+4 7 3+5 

PENERIMAAN 

OBJEK Rp. 
8 <1 

TUNGGAKAN 

OBJEK Rp.­

10 6·8 II 7 - 9 

KETERANGAN 

12 

JUMLAH 
------~-------- .~ 

KEPALA UPT.......................... 

Lembar I 
Lembar II 
Lembar III 

Salinan sesuai 
SEKRETARIAT OAERAH PROVo KAlTlM 

KEPAlA BtRO H 

ttd 

DR.. H. AWANG FAROEK ISHAK 

006 



.1 

LAMPlRANVU 	 KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA 

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TfMUR 
SKPD ....... , ., ..................... .. 

LAPORAN : PENERlMAAN DAN PENYETORAN RETRJBUSi DAERJ\H 
BULAN: ....................................... .. 

SKPD : ........................ _ ...... . 


PENERIMAAN 
JENIS PUNGUTAN BULAN 

LALU 
NULAN iNI 

JUMLAH 0 
BULAN IN! 

0/0 

6 7 8 q_.~~". .,4~,~~ ...."......:...;=-------i 

KEPALA 

Lernbar I 

Lernbar II 

Lernbar III 


Salinan sesual 
21 Mei 2012

SEKRETARIAT DAERAH PROVo KALTIM 
GUBERNUR KALIMANTANKEPALA BIRO 

ttd 

DR. H. A WANG F AROEK ISHAK 

PEMBINA TK I 
19620527 198503 1 006 



LAMPmAN VIII 	 KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TlMUR NOMOR 9 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI 
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA 

FORMULIR LAPORAN KETETAPAN RETRlBUSI DAERAH 

PEMERlNTAH PROViNSI KALIMANTAN TlMUR 

SKPD.. . . ....... . ........................... . 


LAPORAN : KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH 
BULAN: ............................... . 
SKPD ..... '" ............................ , 

NO 

LALU 

4 	 9 

KEPALA UPT........................ .. 

Lembar I 
Lembar II 
Lembar III 
Lembar IV 

Salinan sesuai 21 Mei2012 

SEKRETARIAT DAERAH PROVo KAlTIM GUBERNUR KALIMANTAN 

KEPALA Bu:lO 
ttd 

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK 

PEMBINA TK I 
19620527 198503 1 006 


